
BUPATI TULUNGAGUNG 
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG 
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Program Prioritas
Nasional Penyederhanaan Birokrasi, dipandang perlu 
melakukan perubahan terhadap susunan organisasi, 
uraian tugas dan fungsi serta tata keija Dinas Komunikasi 
dan Informatika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta 
Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
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Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur Perangkat 
Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan 
Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1026);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi 
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tulungagung Nomor 7 Tahun 2019 (Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
TULUNGAGUNG. \ <5-
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tulungagung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tulungagung.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah kabupaten.

8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah 
provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan 
sebagian UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah.

9. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung.

10. Kepala Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung;

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Keija yang bekerja pada 
instansi pemerintah.

12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 
pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan.

13. Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija yang 
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia 
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan 
peijanjian keija untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

14. U n it P e laksan a  T ekn is  D in as yan g  se lan ju tn ya  d is in gka t 

UPTD adalah unsur pelaksana Teknis pada Dinas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
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fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu.

16. Sub Koordinator adalah Pejabat Fungsional Jenjang Ahli 
Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta 
pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu 
satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang- 
undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II
KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan

Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan 
di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan 
pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan 
bidang Persandian yang menjadi kewenangan daerah;

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi 
dan informatika, statistik dan persandian, dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
a. K epa la  D inas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Bagian Kedua 
Organisasi

Pasal 3
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3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional;

d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi Kelompok 
Jabatan Fungsional;

e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Data dan Statistik;
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, 
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kebijakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang 
komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian;

c. pemberian rekomendasi di bidang komunikasi dan 
informatika, statistik dan persandian;

d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi 
pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian;

e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

den gan  tu gas  dan  fu ngsinya .

Pasal 4

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas

Pasal 5

Pasal 6



Bagian Kedua 
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, 
mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 
menyusun kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan 
bidang-bidang, membina, melaksanakan dan 
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana 
prasarana, kepegawaian, kerumahtanggaan dan 
kelembagaan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelola dan pembina urusan tata usaha dan tata 
kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan Dinas;

b. pengoordinasian penyusunan program dan perencanaan 
Dinas;

c. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan 
perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika, 
statistik dan persandian;

d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana 
Dinas;

e. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan 
kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang ; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b angka 1 mempunyai tugas :

a. melakukan penatausahaan keuangan dan barang milik 
daerah;

b. menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan 
melakukan administrasi barang;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugasnya; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai 
tugas :
a. melaksanakan urusan administrasi persuratan,
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kearsipan, perjalanan dinas, keprotokolan dan rumah 
tangga;

b. melakukan pengelolaan arsip dan dokumen 
kepegawaian;

c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
d. menyusun bahan pembinaan kelembagaan dan tata 

laksana Dinas;
e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Sekretaris.

(3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Komunikasi dan Informasi 

Pasal 10

(1) Bidang Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan 
teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang komunikasi 
dan informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai 
fungsi :

a. perumusan rancangan kebijakan teknis bidang
komunikasi dan informasi berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. penyusunan rencana atau program di bidang
komunikasi dan informasi;

c. pelaksanaan bimbingan teknik dan kemitraan bidang 
komunikasi dan informasi;

d. merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria di 
bidang komunikasi dan informasi;

e. penyusunan peraturan teknis pengawasan evaluasi 
dan monitoring;

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya; 
dan

g. pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas.

(3) Bidang Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas.

1 £
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Bagian Keempat 
Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 11

(1) Bidang Aplikasi Informatika sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, 
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
di bidang Sarana Prasarana Teknologi Informasi, Tata 
Kelola E-Govemment, dan Pengembangan Ekosistem 
Teknologi Informasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang 
pengelolaan Aplikasi Informatika;

b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang 
pengelolaan Aplikasi Informatika;

c. pengkoordinasian penyusunan norma, standar, 
prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang 
pengelolaan Aplikasi Informatika;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pengelolaan Aplikasi Informatika;

e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
pengelolaan Aplikasi Informatika;

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Statistik dan Persandian 

Pasal 12

(1) Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas merumuskan 
dan melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan 
teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang keamanan 
informasi, statistik dan persandian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bidang Statistik dan Persandian mempunyai 
fungsi :
a. perumusan rancangan kebijakan teknis bidang 

statistik dan persandian berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; £
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b. pengendalian, pengelolaan statistik sektoral dan 
persandian;

c. pengelola informasi berklasifikasi dan sumber daya 
persandian;

d. pengawasan dan pengevaluasi pelaksanaan tata kelola 
persandian;

e. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan
pengamanan terhadap pelaksanaan dan komunikasi 
sandi;

f. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi 
berklasifikasi dan pengelolaan sumber daya 
persandian;

g. pelaksanaan pengembangan dan pengendalian 
statistik sektoral dan persandian;

h. pengoordinasian penyediaan data dan statistik serta 
kerjasama statistik sektoral;

i. pelaksanaan pengolahan dan analisa data statistik 
sektoral;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik 
dan persandian; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh seorang 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

(1) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai 
tugas :

a. menyusun kebijakan teknis di bidang statistik;
b. melaksanakan pengumpulan, verifikasi dan 

pemutakhiran data statistik;
c. melaksanakan pengolahan dan analisis data statistik;
d. menyusun dan mempublikasikan data statistik baik 

secara manual / dokumen maupun secara elektronik;
e. melaksanakan koordinasi bersama pembina data dan 

koordinator dalam pelaksanaan satu data;
f. melaksanakan koordinasi bersama pembina data 

dalam membina produsen data;
g. melakukan kerjasama terkait data statistik dengan 

lembaga lainnya;
h. m elaksan akan  eva lu as i dan  pe laporan  p e laksan aan  

rencana keija seksi; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Bidang.
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(2) Seksi Pengelolaan Data dan Statistik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala 
Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai 
dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, 
huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan 
bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator pelaksana 
fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup 
bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator 
dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan 
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 
pada satu kelompok substansi pada masing-masing 
pengelompokan uraian fungsi.

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
ditetapkan oleh Bupati.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap 
pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional 
dalam lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika wajib 
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, dan simplikasi secara vertikal dan horizontal 
baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun 
antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Pasal 15

BAB V 
TATA KERJA

Pasal 16
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Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah 
Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab 
memimpin, mengorganisasikan, dan memberikan 
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya masing-masing.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-masing dan bila teijadi 
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada 
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala 
tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan 
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan 
untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada 
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada 
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai 
hubungan keija.

(7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan 
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib 
mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana
Pasal 3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi 
berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 
2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Tulungagung sampai dengan dilaksanakannya 
pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

1
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Tulungagung Nomor 65 Tahun 2019 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 
Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 20

Ditetapkan di Tulungagung 
pada tanggal 25 Januari 2022

Diundangkan di Tulungagung 
pada tanggal 25 J inuari 2022 
SEKRETARIS DAE RAH,

Drs. SUKAJI, M.Si 
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung 
Tahun 2022 Nomor 29
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